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1.

2.

BUPATI JEMBER,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355)



10.

11.

Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234}, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang -undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomeor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
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Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita
negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,



Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomeor 431);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2009 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
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Bupati adalah Bupati Jember.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

6. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

»

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja
daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp4.211.894.855.731,00 (empat trilyun dua ratus sebelas milyar delapan ratus
sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh
satu rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp928.680.252.910,00 (sembilan ratus dua puluh
delapan milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu
sembilan ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp345.550.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima milyar lima ratus
lima puluh juta rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp49.862.544.920,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus
enam puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua
puluh rupiahj.

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp7.439.012.400,00 (tujuh milyar
empat ratus tiga puluh sembilan juta dua belas ribu empat ratus rupiah).

{3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp525.828.695.590,00 (lima ratus dua puluh
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(1)
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(9)

(10)

lima milyar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh
lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah}.

Pasal 5

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat{1) huruf a
direncanakan sebesar Rp345.550.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima
milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

pajak hotel;

pajak restoran;

pajak hiburan;

pajak reklame;

pajak penerangan Jalan;

pajak parkir;

pajak -air tanah;

pajak mineral bukan logam dan batuan;

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

PaJak Hotel sebagalrnana d1maksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

Trp@ e pe op

Pajak Restoran sebagannana dimaksud pada ayat (1} huruf b direncanakan
sebesar Rp26.200.000.000,00 (dua puluh enam milyar dua ratus juta rupiah).
Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp4.000.000.000,00, (empat milyar rupiah).

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp10.350.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh juta
rupiah).

Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar
rupiah).

Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar
rupiah).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf idirencanakan sebesar Rp80.000.000.060,00
{(delapan puluh milyar rupiah)}.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf j direncanakan sebesar Rpl100.000.000.000,00.(seratus,
milyar rupiah).

Pasal 6

Rincian anggaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), dan Bea



Perolehan Hak Atas Tanah dan Ba_ngunah (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(4)

Pasal 7

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp49.862.544.920,00 (empat puluh sembilan
milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu
sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. retribusi jasa umum;
b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan.

Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp29.964.610.960,00 (dua puluh sembilan milyar
sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus
enam puluh rupiah).

Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp4.626.485.960,00 (empat milyar enam ratus dua
puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam
puluh rupiah).

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp15.271.448.000,00 (lima belas milyar dua ratus tujuh
puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 8

Rincian anggaran Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha dan Retribusi
perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran [
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2)

3)

Pasal ©

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar

Rp7.439.012.400,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua

belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan); dan

b. bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air
Minum).

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

Penyertaan Modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebagaimana ayat (1) huruf

a direncanakan sebesar Rp5.939.012.400,00 (lima milyar sembilan ratus tiga

puluh sembilan juta dua belas ribu empat ratus rupiah).

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (bidang air minum)



sebagaimana ayat (1)} huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu
milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

Rincian anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMD (lembaga keuangan) dan Bagian Laba yang
Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD (bidang air minum} sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

6)

7)

8)

Pasal 11

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan Rp525.828.695.590,00 (lima
ratus dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus
sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiahj, yang terdiri atas:
hasil penjualan BMD. yang tidak dipisahkan;

hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

jasa giro;

pendapatan bunga;

penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;

pendapatan denda retribusi daerah;

pendapatan dari pengembalian; dan

. pendapatan BLUD.

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00. (nol Rupiah).

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.262.500.000,00 (tiga puluh
tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan
sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).

Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd direncanakan
sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada
ayat {1). huruf e direncanakan sebesar Rp75.240.000,00. {tujuh puluh lima
juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf fdirencanakan sebesar RpO0,00 (nol rupiah).

Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp11.100.000.000,00 (sebelas milyar seratus
juta rupiah).

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp462.440.955.590,00 (empat ratus enam puluh dua
milyar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima
ratus sembilan puluh rupiah).

FRMo oo



Pasal 12

Rincian anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan
BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan Komisi,
Potongan, atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari
Pengembalian, dan Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(1)

@)

(3)

Pasal 13

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp3.283.214.602.821,00 (tiga trilyun dua ratus delapan
puluh tiga milyar dua ratus empat belas juta enam ratus dua ribu delapan
ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp3.014.727.498.000,00 (tiga trilyun empat
belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh
delapan ribu rupiah).

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b
direncanakan sebesar Rp268.487.104.821,00 (dua ratus enam puluh delapan
milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat ribu delapan ratus
dua puluh satu rupiah).

Pasal 14

Rincian anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat dan Pendapatan transfer
antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tercantum dalam lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)
(3)

Pasal 15

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf ¢ direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah; dan

b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp0,00. (nel rupiah).

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

Rincian anggaran Pendapatan hibah dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
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tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Anggaran Dbelanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp4.366.082.997.767,00 (empat trilyun tiga ratus enam puluh enam milyar delapan
puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh
tujuh rupiah), yang terdiri atas:

oo

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

belanja operasi;

belanja modal;

belanja tidak terduga; dan
belanja transfer.

Pasal 18

Anggaran Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a
direncanakan sebesar Rp3.432.504.654.706 (tiga trilyun empat ratus tiga
puluh dua milyar lima ratus empat juta enam ratus lima puluh empat ribu
tujuh ratus enam rupiah), yang terdiri atas :

belanja pegawai;

belanja barang dan jasa;

belanja bunga;

belanja subsidi;

belanja hibah; dan

. belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

e o TP

sebesar Rpl1.597.170.669.748,00, (satu trilyun lima ratus. sembilan puluh tujuh

milyar seratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh
ratus empat puluh delapan rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 1.480.460.989.604,00 (satu trilyun empat ratus
delapan puluh milyar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan
puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp331.735.392.554,00 (tiga ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus
tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh
empat rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp23.137.602.800,00 (dua puluh tiga milyar seratus tiga
puluh tujuh juta enam ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
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Pasal 19

Rincian anggaran Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja bunga, Belanja
subsidi, Belanja hibah dan Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

Pasal 20

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b
direncanakan sebesar Rp Rp. 379.707.511.752,00 (tiga ratus tujuh puluh
sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus lima
puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

belanja modal tanah;

belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal gedung dan bangunan;

belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal aset tetap lainnya;

belanja modal aset lainnya.

BelanJa Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp3.670.000.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh
juta rupiah).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp 97.472.868.423,00 (sembilan puluh tujuh milyar
empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu
empat ratus dua puluh tiga rupiah).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 105.738.332.087,00 {seratus lima milyar
tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan
puluh tujuh rupiah).

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 121.715.589.110,00 (seratus. dua puluh
satu milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu
seratus sepuluh rupiah).

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe
direncanakan sebesar Rp49.965.980.989,00 (empat puluh sembilan milyar
sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu
sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rpl1.144.741.143,00 (satu milyar seratus empat puluh
empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh tiga
rupiah).

e e TP

Pasal 21

Rincian anggaran Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja
Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
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tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c
direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 23

(1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d
direncanakan sebesar Rp528.870.831.309,00 (lima ratus dua puluh delapan
milyar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga
ratus sembilan rupiah), yang terdiri dari :

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp22.991.948.492,00 (dua puluh dua milyar sembilan
ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu
empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp505.878.882.817,00 {lima ratus lima milyar delapan
ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu delapan
ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 24

Rincian anggaran Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

{1} Anggaran Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rpl154.188.142.036,00 (seratus lima puluh empat milyar seratus delapan
puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga puluh enam rupiahj,
yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl169.188.142.036,00 (seratus enam puluh sembilan
milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga
puluh enam rupiah),

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah),
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Pasal 26

Rincian anggaran Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tercantum dalam lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4, Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan
Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja
bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan,;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA  Pertambangan Minyak Bumi Dan
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9, Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota
pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada
tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara.

Pasal 28

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI JEMBER,
ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HADI SASMITO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680407 199803 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 66

Salinan Sespai Aslinya
KEPALA Bj N HUKUM

A.Z4

COREFIK, °H
NIP. 18810529 201

101 1 004
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